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Analisis Dampak Regulasi Importasi Hasil Perikanan (2017-2023) Dalam
Perspektif Hukum Investasi

Abstrak

Regulasi investasi di Indonesia penting untuk meningkatkan investasi dan peluang usaha.
Namun, masalah tumpang tindih antara regulasi dan pelaksanaan perizinan di lapangan
perlu diperbaiki. Manajemen birokrasi juga harus diperhatikan karena pelaksanaannya
masih kurang efektif. Perbaikan regulasi investasi dan penanaman modal, serta
peningkatan efisiensi pelaksanaannya, dapat membantu meningkatkan investasi dan
peluang usaha di Indonesia.Dua masalah utama dalam pengelolaan sumber daya
perikanan di Indonesia adalah kebijakan ekonomi yang mendorong eksploitasi sumber
daya perikanan dan kurangnya sistem pengelolaan dan penegakan hukum yang kuat.
Sistem pemerintahan pusat dan daerah, program kerja, dan organisasi juga tidak
memenuhi syarat untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan.Penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum utama
seperti teori, konsep, dan asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang
terkait. Pemerintah dapat meningkatkan lingkungan bisnis melalui reformasi kebijakan,
penguatan sistem regulasi, penyederhanaan proses impor, dan investasi dalam
infrastruktur. Dialog dan konsultasi antara pemerintah, industri, dan pemangku
kepentingan lainnya dapat membantu menyelaraskan regulasi yang diperlukan dan
mempermudah proses berusaha. Langkah-langkah ini dapat mendukung pertumbuhan
industri hulu-hilir dan ekspor perikanan, serta menarik investasi ke sektor tersebut.
Konsep pembentukan regulasi investasi hasil perikanan harus sejalan dengan prinsip-
prinsip hukum investasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menarik bagi
investor. Pemerintah juga perlu membuat regulasi yang mendukung investasi pada sektor
perikanan untuk mengimbangi kebutuhan mengatur impor hasil perikanan demi
keberlanjutan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Dampak Regulasi, Importasi Hasil Perikanan, Hukum Investasi.

Abstract
Investment regulation in Indonesia is crucial for boosting investment and business
opportunities. However, the issue of overlapping regulations and implementation of
permits in the field needs to be addressed. Bureaucratic management also needs attention
as its implementation is still ineffective. Improving investment regulations and capital
investment and enhancing their implementation efficiency can help increase investment
and business opportunities in Indonesia. Two main problems in managing fisheries
resources in Indonesia are economic policies that promote the exploitation of fisheries
resources and a lack of strong management and law enforcement systems. Central and
regional government systems, work programs, and organizations also do not meet the
requirements for implementing sustainable development. This research uses a normative
Juridical research method by examining primary legal materials such as theories,
concepts, legal principles, and relevant regulations. The government can improve the
business environment through policy reforms, strengthening regulatory systems,
streamlining import processes, and investing in infrastructure. Dialogue and consultation
between the government, industry, and other stakeholders can help align necessary
regulations and facilitate business processes. These steps can support the growth of
upstream and downstream industries and fishery exports and attract investment to the
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sector. The concept of forming regulations for fishery investment should align with
investment law principles to create an attractive business environment for investors. The
government also needs to create regulations that support investment in the fisheries
sector to balance the need to regulate fishery imports for resource sustainability and
economic growth.

Keywords :  Impact of Regulations, Importation of Fishery Products, Investment
Law.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar, baik dalam bentuk
perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Dari segi cara produksi, perikanan dapat
dibagi menjadi dua jenis, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dengan
potensi produksi lestari-mencapai sekitar 67 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut,
potensi produksi lestari perikanan tangkap laut sekitar 9,3 juta ton per tahun, sedangkan
perikanan tangkap di perairan darat seperti danau, sungai, waduk, dan rawa sekitar 0.9
juta ton per tahun, total sekitar 10,2 juta ton per tahun. Sementara itu, potensi perikanan
budidaya mencapai 56,8 juta ton per tahun, termasuk budidaya laut (mariculture),
budidaya perairan payau (tambak), dan budidaya perairan tawar (Pratama et al., 2022).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 mengatur
pembagian Perairan laut Indonesia menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia (WPPNRI). Setiap WPPNRI memiliki karakteristik ekosistem
perikanan yang berbeda, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi
ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan
dalam hal spesies ikan, peralatan penangkapan ikan, habitat, dan pihak-pihak yang terlibat
dalam setiap WPPNRI (Aprianti et al., 2020)

Di Indonesia, investasi berperan penting dalam menggerakkan pertumbuhan
ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan ekonomi yang
inklusif. Selama semester 1-2023, investasi asing mendominasi realisasi investasi,
mengalami peningkatan sebesar 16,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama
tahun sebelumnya (Pascadinianti & Margono, 2024). Para pemilik modal dan investor
cenderung memilih untuk berinvestasi di negara yang menawarkan kepastian hukum dan
kepastian dalam berusaha (Harjono, 2012).

Menurut kaidah hukum investasi, peraturan impor komoditas perikanan dapat
memengaruhi kemudahan usaha (ease of doing business), atau kemudahan bisnis, melalui
berbagai aspek, seperti prosedur impor, biaya, dan kejelasan dan kepastian hukum.
Peraturan yang jelas dan mudah dipahami dapat meningkatkan kemudahan usaha,
sementara peraturan yang rumit dan tidak jelas dapat menghambatnya. Salah satu contoh
peraturan terkait impor komoditas perikanan adalah Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.' Selain itu, kebijakan
hilirisasi industri berbasis komoditas akan meningkatkan diversifikasi ekspor dan
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meningkatkan diplomasi ekonomi Indonesia, termasuk rencana untuk ekspansi dan
investasi bisnis Indonesia di luar n<—::g€:ri.2 Namun, untuk memfasilitasi usaha, peraturan
impor komoditas perikanan harus diatur dengan jelas dan mudah dipahami serta
memperhatikan kaidah hukum investasi. Ini dapat menciptakan kepastian hukum dan
memudahkan pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor perikanan.

Selama periode tahun 2020-2022, produksi ikan nasional, termasuk perikanan
tangkap dan budidaya, mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1% per tahun. Pada
tahun 2020, produksi mencapai 21,8 juta ton, dan meningkat menjadi 22.2 juta ton pada
tahun 2022 * Harapannya, produksi perikanan budidaya terus meningkat, dengan target
nilai produksi mencapai 250 triliun rupiah pada tahun 2024. Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) juga berupaya untuk memastikan pertumbuhan industri perikanan yang
berkelanjutan dengan membangun ekonomi biru yang berkelanjutan. (Mursitetal., 2022).

Permasalahan muncul pada industri pengolahan perikanan domestik Indonesia
mengalami penurunan pasokan bahan baku ikan sebagai akibat dari banyaknya investasi
asing bidang perikanan (penangkapan ikan) di Indonesia. Akibatnya, banyak perusahaan
perikanan Indonesia kehilangan uang, dan beberapa pabrik pengolahan ikan gulung tikar.
Menurut Asosiasi Pengalengan lkan Indonesia, di Jawa Timur semula Dulu ada tujuh
industri pengalengan ikan tuna, namun sekarang hanya tinggal tiga. Di Sulawesi Utara,
sebelumnya terdapat empat industri pengalengan ikan tuna, tetapi sekarang hanya 2 (dua)
setelah investor dari Filipina mengambil alih mereka. Di Bali hanya ada satu fasilitas,
yang sebelumnya memiliki dua fasilitas pengalengan ikan tuna. Di Medan dan Lampung,
tiga fasilitas pengolahan ikan telah ditutup (Ramlan, 2019).

Meningkatkan daya saing investasi di Indonesia dapat terganggu jika hasil
perikanan diimpor tidak sesuai dengan hukum investasi. Pemilik modal dan investor
selalu lebih suka berinvestasi di negara yang menawarkan kepastian hukum dan kepastian
dalam berusaha (Harjono, 2012). Sebagai akibatnya, regulasi hukum yang dapat
menjamin keamanan, kepastian, dan keadilan bagi investor (Hernawati & Suroso, 2020)
menjadi sangat penting. Kemajuan industri perikanan Indonesia menghadapi banyak
tantangan yang signifikan. Beberapa di antaranya adalah tata cara yang tidak jelas,
kurangnya modal, luas lahan tambak yang terbatas, dan peraturan yang tidak jelas. Dalam
perdagangan internasional, negara sering melindungi kepentingan nasionalnya melalui
regulasi dan kebijakan (Marlina & Nizmi, nd.). Oleh karena itu, untuk memfasilitasi
investasi di Indonesia, peraturan perizinan harus dianalisis dan dievaluasi (Nasional &
Nasional, n.d.).

Pemerintah memiliki peran sentral dalam pengelolaan sumber daya ikan,
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Pengelolaan sumber daya perikanan
harus didasarkan pada nilai-nilai budaya lokal, dengan pemerintah memberikan tanggung
jawab penuh kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya tersebut. Undang-Undang

* Kementerian Perdagangan, Rencana Renstra Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Kemoditi
Kementerian Perdagangan 2020-2024 , Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2020, hlm. 10.

* Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kelautan dan Perikanan Dalam
Angka Tahun 2022, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022, h. 67.




Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009, menckankan pentingnya mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal
dalam pengelolaan perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan juga melibatkan aspek
teknis seperti pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan
keputusan, alokasi sumber daya ikan, serta implementasi dan penegakan hukum peraturan
perundang-undangan perikanan.

Indonesia harus melakukan impor ikan karena ketersediaan ikan dari produksi
dalam negeri berfluktuasi, dipengaruhi oleh dinamika musim ikan dan kondisi cuaca.
Berdasarkan data BPS yang diolah Direktorat Jenderal PDSPKP, impor hasil perikanan
Indonesia mengalami kenaikan rata-rata 5% per tahun selama periode 2017-2023, dari
289.557 ton pada tahun 2017 menjadi 366.773 ton pada tahun 2023.

Regulasi seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan mengatur impor ikan di Indonesia.
Dengan mengatur impor ikan, pemerintah Indonesia berusaha menjaga keberlanjutan
usaha di sektor hulu dan hilir perikanan. Impor ikan diperlukan untuk mengurangi
kelangkaan sumber daya ikan dan memastikan pasokan ikan yang memadai bagi industri
pengolahan dan konsumsi masyarakat. Diharapkan bahwa impor hasil perikanan yang
terkendali dapat mendorong kemudahan investasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum
normatif. Penelitian ini mengambil pendekatan deskriptif analitis untuk menjelaskan
dampak regulasi impor hasil perikanan terhadap investasi berdasarkan perspektif hukum
investasi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2023. Studi ini menggunakan sumber data
sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan pendapat para ahli.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua regulasi terkait impor hasil perikanan,
sedangkan sampelnya adalah regulasi yang memiliki dampak signifikan terhadap
investasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, sedangkan
analisis data dilakukan melalui metode analisis normatif kualitatif.

Penelitian ini mencoba untuk memberikan kontribusi baru dalam pemahaman
terhadap dampak regulasi impor hasil perikanan terhadap investasi di Indonesia. Studi
lain yang relevan dengan topik ini, seperti penelitian Nurohmah tentang perlindungan
hukum bagi pengusaha perikanan pada pelelangan ikan hasil tangkapan kapal, menyoroti
kurangnya perlindungan hukum terhadap pengusaha perikanan terkait harga lelang ikan
sitaan. Penelitian Kusnowibowo tentang perlindungan hukum terhadap investasi
langsung asing menunjukkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan perlindungan hukum
terhadap penanaman modal asing.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berusaha
untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi impor hasil
perikanan dan dampaknya terhadap investasi di Indonesia. Melalui pendekatan analitis
deskriptif, penelitian ini akan menjelaskan secara rinci tentang regulasi terkait impor hasil




perikanan, hubungannya dengan investasi, dan bagaimana regulasi tersebut dapat
ditingkatkan untuk mendukung investasi yang lebih baik di sektor perikanan.

PEMBAHASAN
Pelaksanaan Importasi Hasil Perikanan (2017-2023) Dalam Perspektif Hukum
Investasi Indonesia

Sistem Tata Kelola Industri Perikanan Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya
Perikanan Berkelanjutan

Kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan yang dibuat dan diterapkan oleh
Pemerintah pada periode 2019-2024 berpotensi menyebabkan ketidakadilan sosial dan
krisis ekologi, termasuk kerusakan ekosistem laut. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa
selama periode kedua, Indonesia tidak lagi memiliki tujuan untuk menjadi pusat maritim
dunia. Selain itu, Omnibus Law meminta peningkatan investasi dengan mengabaikan
perlindungan daya dukung ckosistem dan kebutuhan masyarakat marjinal di sektor
perikanan dan kelautan (Iswardhana et al., 2021).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017,
stok perikanan Indonesia banyak yang dieksploitasi dan ditangkap secara berlebihan di
beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), mengakibatkan ketersediaan sumber
daya ikan menurun. Faktor-faktor seperti reklamasi, alih fungsi lahan, dan penambangan
pasir menjadi penyebab kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Dampaknya sangat besar
bagi nelayan skala kecil.

Pemerintah perlu membuat pengelolaan ruang pesisir dan laut yang berbasis pada
daya dukung lingkungan dan kesejahteraan nelayan kecil. Untuk itu, pemerintah harus
memberikan prioritas pada zonasi perairan pesisir dan pantai O hingga 4 mil laut sebagai
ruang bagi masyarakat adat pesisir, nelayan tradisional, dan nelayan kecil. Selain itu,
ekspansi industri ekstraktif baru seperti pertambangan harus dilarang di wilayah tersebut.
Penangkapan ikan ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan (IUU fishing) menunjukkan
perlunya penegakan hukum yang lebih kuat, terutama dalam menghadapi kapal skala
besar dan industri dalam negeri yang menggunakan alat tangkap merusak. Untuk itu,
penegakan hukum harus diperkuat dan pelaku industri perikanan harus diberi pemahaman
yang lebih baik. (Siombo, 2013).

Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, serta
memperluas lapangan kerja dan ekspor, penting untuk mengelola sumber daya ikan secara
berkelanjutan. Hal ini berarti pembangunan dan operasi perikanan di Indonesia harus
mematuhi standar perikanan berkelanjutan. Konsep ini diperkuat oleh Kode Etik
Perikanan yang Bertanggung Jawab yang disusun oleh Organisasi Perikanan Dunia pada
tahun 1995 untuk mempromosikan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
serta pemeliharaan sumber daya dan ekosistem yang sehat merupakan kunci untuk
mencapai keberlanjutan dalam aktivitas perikanan. Namun, masalah utama yang dihadapi
sektor perikanan nasional meliputi sistem pengelolaan perikanan yang lemah, penegakan




hukum yang kurang efektif, dan tantangan dari pelaku usaha perikanan. Masalah sistem
pengelolaan perikanan yang tidak memadai, baik untuk perikanan tangkap maupun
budidaya, menjadi hambatan utama dalam perkembangan sektor perikanan Indonesia.
(Ririhena, 2022).

Pembangunan perikanan telah berkembang dari paradigma konservasi (biologi)
ke paradigma rasionalisasi (ekonomi), dan kembali lagi ke paradigma sosial/komunitas.
Meskipun demikian, ketiga paradigma tersebut tetap relevan dalam konteks
pembangunan perikanan yang berkelanjutan, dan setiap paradigma harus memperhatikan
elemen-elemen tersebut (Fauzi, 2005). Hal ini berarti kebijakan yang berfokus pada satu
aspek keberlanjutan saja dapat mengurangi keberlanjutan sistem secara keseluruhan.
(Maarifetal.,n.d.).

Aspek ekologi, ekonomi, teknologi, sosiologi, dan etika menjadi bagian integral
dari upaya menjaga keberlanjutan perikanan. Secara lebih rinci, aspek ekologi mencakup
hal-hal seperti tingkat eksploitasi, keragaman rekruitmen. perubahan ukuran tangkap,
hasil tangkapan sampingan, dan produktivitas primer. Sementara itu, aspek ekonomi
mencakup kontribusi perikanan terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, sifat
kepemilikan, tingkat subsidi, dan pendapatan alternatif. Di sisi sosial, pertumbuhan
komunitas, status konflik, tingkat pendidikan, dan kesadaran lingkungan memainkan
peran penting dalam konteks keberlanjutan perikanan. Selanjutnya, aspek teknologi
termasuk dalam hal seperti lama perjalanan, tempat pendaratan, selektifitas alat,
penggunaan rumpon (Fish Aggregating Devices/FADs), ukuran kapal, dan efek alat
tangkap. Terakhir, aspek etika mencakup hal-hal seperti kesetaraan, penangkapan ikan
ilegal, pengurangan habitat dan ekosistem, serta sikap terhadap limbah dan tangkapan.
Semua aspek ini harus dipertimbangkan secara holistik untuk memastikan keberlanjutan
perikanan (Parmawati et al., 2022).

Pemantaatan sumber daya ikan di Indonesia belum optimal karena kekhawatiran
akan menurunnya kemampuan lingkungan perairan dalam mendukung ketersediaan
sumber daya ikan. Pendekatan efektif diperlukan melalui pengelolaan perikanan yang
tepat dan menjaga kelestarian sumber daya serta kesehatan ekosistem. Namun, sektor
perikanan nasional masih menghadapi berbagai tantangan kompleks, terutama terkait
dengan sistem pengelolaan yang lemah, kurangnya penegakan hukum, dan masalah yang
dihadapi oleh pelaku usaha perikanan. Sistem pengelolaan perikanan tangkap dan
budidaya juga mengalami tantangan strategis.

Industri Hasil Perikanan

Industri perikanan Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dan dapat
menjadi faktor penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pengolahan
hasil perikanan merupakan proses mengubah bahan hasil perikanan menjadi produk
dengan nilai tambah atau ekonomi yang lebih tinggi. Proses ini dapat melibatkan berbagai
metode fisik, kimia, biologis, atau kombinasi dari keduanya. Namun, untuk mencapai
pertumbuhan dan keberlanjutan yang maksimal, industri perikanan Indonesia perlu
menghadapi sejumlah tantangan dan memperkuat sektor ini melalui pendekatan klaster.
Tantangan tersebut meliputi persaingan yang ketat dalam memperoleh bahan baku ikan




segar, persyaratan ekspor yang semakin ketat, serta masalah penangkapan ikan ilegal dan
overfishing *

Industri perikanan Indonesia menunjukkan potensi yang positif untuk
pertumbuhan berkelanjutan. Namun, mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam,
seperti perikanan, sebagai keunggulan komparatif tidak akan cukup untuk bersaing di
pasar global yang semakin bebas di masa depan. Meskipun sumber daya alam perikanan,
sumber daya manusia, dan peluang pasar yang luas di pasar domestik dan internasional
memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan,
upaya untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan menerapkan
teknologi yang tepat diperlukan agar keunggulan komparatif ini dapat berubah menjadi
keunggulan kompetitif. Untuk meningkatkan nilai tambah, pengembangan industri
memerlukan industri hilir, seperti industri pengolahan produk perikanan, yang tidak
hanya bergantung pada sumber daya yang banyak.’

Pentingnya integrasi antara kelompok perikanan primer (perikanan tangkap dan
budidaya) sebagai penyedia bahan baku dengan kelompok perikanan sekunder (industri
pengolahan dan pengawetan ikan) sangat ditekankan. Semakin erat integrasi antara
keduanya, semakin baik hasilnya. Pengembangan sektor perikanan diharapkan akan
mengikuti perkembangan sektor industri pengolahan produk perikanan. Sebaliknya,
kemajuan sektor primer akan mengikuti perkembangan sektor sekunder. Salah satu faktor
yang menyebabkan penurunan utilitas dan kapasitas produksi kelompok perikanan
sekunder adalah ketidakmampuan untuk mengintegrasikan kedua kelompok tersebut.
Dengan kolaborasi yang baik, kedua kelompok perikanan dapat meningkatkan
produktivitas dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, industri
pengolahan produk perikanan ditekankan sebagai salah satu industri yang penting. Fokus
pengembangan industri ini adalah untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan nilai
tambahnya, sejalan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional dan industrialisasi
perikanan dan kelautan. Karena permintaan akan diversifikasi produk meningkat, industri
pengolahan perikanan menjadi kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi. Industri
pengolahan produk perikanan juga harus memperhatikan pasar ekspor, karena konsumsi
ikan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara maju.®

Ketersediaan sumber daya alam perikanan, sumber daya manusia, dan peluang
pasar yang luas, baik di pasar domestik maupun internasional, membuat industri
pengolahan produk perikanan menjadi sangat potensial dan strategis untuk terus
berkembang di masa depan. Namun, untuk mendorong pertumbuhan industri ini
diperlukan investasi yang besar karena, dalam jangka pendek, mereka akan berdampak
pada permintaan agregat, meningkatkan output, dan menciptakan lapangan kerja dan
dalam jangka panjang, investasi ini akan menghasilkan peningkatan output dan

4 Direktorat Jenderal Industri Argo dan Kimia, Roadmap Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut,
Jakarta: Departemen Perindustrian, 2009, hlm. 2.

3 Tajerin, dkk, Dampak Peningkatan Investasi Untuk Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan
Indonesia Terhadap Perekonomian Nasional, Buletin Marina Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 90.

 Ibid ., hlm. 90-91.




pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pembentukan modal kapital, seperti
penambahan bangunan dan peralatan mesin.’

Investasi diperlukan untuk membangun Unit Pengolahan Ikan (UPI) baru dan
memperkuat UPI yang sudah ada. Pada tahun 2022, Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) berencana untuk menanam modal dalam industri pengolahan produk perikanan.
Meskipun demikian, informasi spesifik mengenai jumlah investasi dan perencanaan
BKPM belum tersedia. Realisasi investasi pada Triwulan I tahun 2022 mencapai Rp 282 4
triliun, dengan pertumbuhan investasi PMDN meningkat 25,1% dibandingkan tahun
sebelumnya. Sektor industri pengolahan nikel dan besi serta industri besi dan baja
mendapat investasi di Indonesia.® Data menunjukkan bahwa industri pengolahan ikan di
Indonesia terdiri dari 636 UPI skala besar dan 36.000 UPI skala kecil dari tahun 2015
hingga 2019. Pada tahun 2015, terdapat 718 UPI skala besar, sedangkan pada tahun 2014
hanya ada 613 UPI skala besar.

Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro, kecil, dan menengah mencapai
3.7 juta ton per tahun, atau sekitar 71% dari kapasitas terpasang sebesar 5.2 juta ton per
tahun. UPI tersebut tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah,
Sumatera Utara, Jawa Timur, Aceh, NTB, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Menurut
klasifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), UPI mikro memiliki omzet tahunan kurang
dari Rp300 juta; UPI kecil memiliki omzet antara Rp300 juta dan Rp3 miliar; UPI
menengah memiliki omzet antara Rp3 miliar dan Rp50 miliar; dan UPI besar memiliki
omzet melebihi Rp50 miliar. Namun, karena penurunan pasokan bahan baku, tingkat
utilitas 53 UPI lokal pada bulan Juli turun menjadi 6,7% dari kapasitas terpasang tahunan
sebesar 1.414 ton, menurut laporan dari Asosiasi UPI Bitung. Tiga tahun sebelumnya,
tingkat utilitas masih mencapai 57,3% dari kapasitas terpasang yang sama.’

Di tengah implementasi kebijakan baru pemerintah, Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) memperkirakan investasi sektor perikanan akan meningkat 4% hingga
5% pada tahun 2022. Pada triwulan I1I 2021, investasi sektor perikanan tercatat sebesar
Rp4.11 triliun, dengan total investasi diproyeksikan sebesar Rp6,02 triliun pada tahun
2021. Investasi dalam sektor perikanan selama lima tahun terakhir masih berfokus pada
Jawa, dan tidak merata di seluruh Indonesia. Akibatnya, diharapkan investasi di sektor
perikanan di seluruh Indonesia akan lebih merata dengan adanya Program Penangkapan
Terukur yang akan dimulai pada 2022, yang akan membatasi zona tangkapan ikan di
berbagai wilayah perairan Indonesia. Investasi di subsektor perikanan budidaya
menyumbang sekitar 30% dari total investasi, diikuti oleh investasi di industri pengolahan
pada 27%, dan sisanya diinvestasikan dalam penangkapan dan perdagangan.'®
Tata Kelola dan Mekanisme Importasi Hasil Perikanan

7 Ibid ., hlm.91-92.

® Kementerian InvestasiiBKPM, Investasi Indonesia Bergerak Bangkit Pasca Pandemi Realisasi Investasi
Trivulan I Tahun 2022 Mencapai Rp 2824 Triliun, www . bkpm.go.id, Posting: 27 April 2022,
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Posting: 15 Oktober 2016.

W Antara News, KKP Perkirakan Investasi Sektor Perikanan Naik 4-5 Persen di 2022, www.anlaranews.com,
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Tata kelola dan mekanisme impor hasil perikanan mencakup serangkaian
kebijakan, prosedur, dan praktik yang diimplementasikan oleh pemerintah atau badan
pengatur untuk mengelola impor produk perikanan. Hal ini bertujuan untuk memastikan
bahwa impor tersebut dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan
norma-norma keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Tujuannya adalah untuk
menjamin impor yang berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan standar keamanan pangan
dan keberlanjutan lingkungan. Dengan memotong HS Code, Bea Cukai dapat
memperbaiki tata kelola impor, terutama untuk produk berorientasi ekspor.''

Mekanisme impor produk perikanan di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan
pengelolaan sumber daya perikanan laut. Kementerian Perikanan Budidaya menetapkan
peraturan yang mencakup persyaratan dan prosedur bagi produsen pakan ikan,
penanganan keluhan dan penarikan kembali pakan ikan, serta pengawasan terhadap
produk pakan ikan. Dalam tata kelola ini, berbagai pihak terlibat, termasuk Kementerian
Kelautan dan Perikanan, produsen pakan ikan, Bea Cukai, dan organisasi lainnya."”
Perundang-undangan Indonesia juga mengatur cara impor produk perikanan, seperti
melalui Permen KP No. 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan. Peraturan ini
mengatur berbagai jenis usaha pengolahan ikan dan mewajibkan setiap bisnis dalam
industri ini memiliki Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan (SIUP Bidang
Pengolahan Ikan).

Pelaku usaha skala mikro dan kecil memiliki keleluasaan. Badan usaha skala kecil
dan menengah, seperti persekutuan komanditer, firma, bisnis dagang, dan lain-lain.,
diharuskan memiliki TDU-PHP, sementara pelaku usaha perorangan diharuskan
memiliki [zin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014
tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil menetapkan bahwa lurah memiliki
otoritas terakhir untuk menerbitkan izin. Perbedaan antara bisnis mikro dan kecil
didasarkan pada aset atau nilai omset tahunan. Aset usaha mikro tidak boleh lebih dari 50
juta rupiah dan omset tahunan tidak boleh lebih dari 300 juta rupiah. Aset usaha skala
kecil tidak boleh lebih dari 50 juta rupiah dan hasil penjualan tahunan tidak boleh lebih
dari 2,5 miliar rupiah. Aset usaha menengah tidak boleh lebih dari 10 miliar rupiah dan
omset tahunan tidak boleh lebih dari 100 milyar rupiah. Namun, bisnis skala besar adalah
bisnis yang memiliki lebih dari satu aset dan nilai omset.'?

Karena perubahan prosedur administrasi perizinan ke arah persetujuan,
mekanisme pengajuan “komitmen” muncul. Komitmen didefinisikan sebagai
“pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin
komersial atau operasional”, menurut Pasal 1 angka 12 Permen KKP No. 5 Tahun 2021.

Tata kelola importasi hasil perikanan tidak terlepas dari proses perizinan impor
sebagai langkah pemerintah dalam melakukan pengaturan impor hasil perikanan di
Indonesia. Adapun tata laksana perizinan impor selama periode tahun 2014-2023

' KPP Bea Cukai Semarang, Perbaiki Tata Kelola Impor, Bea Cukai Potong HS Code,
www besemarang beacukai.go.id, Posting: 31 Januari 2018.

12 Nurlina, Op.Cit., him. 20.

1 Auditya Firza Saputra, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha
Pengelolaan Ikan, www lexikan.id, Posting: 13 Januari 2022,




dilakukan melalui Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) yang diterbitkan oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kemudian, dari tahun 2018 hingga 2022,
terjadi perubahan di mana impor hasil perikanan memerlukan Rekomendasi Pemasukan
Hasil Perikanan (RPHP) untuk penggunaan selain sebagai bahan baku industri, serta
Rekomendasi Impor untuk bahan baku industri dan Persetujuan Impor (PI). Dokumen-
dokumen tersebut diterbitkan oleh KKP, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan
Kementerian Perdagangan (Kemendag). Mulai tahun 2022 hingga 2023, tata kelola impor
berubah kembali dengan penggunaan Persetujuan Impor (Pl) yang berdasarkan pada
Neraca Komoditas (NK), yang diterbitkan oleh Kemendag, KKP (yang menetapkan
Rencana Pasokan dan Rencana Kebutuhan), serta Kemenperin (yang menetapkan
Rencana Kebutuhan Impor untuk bahan baku).

Regulasi dan Strategi Peningkatan Daya Saing Hasil Perikanan 2017-2023
Pengaturan Investasi Importasi Hasil Perikanan

Pembangunan ekonomi memerlukan komponen penting seperti modal, teknologi,
pengetahuan, jasa, pengalaman, dan keterampilan yang berpengaruh besar. Penting untuk
memastikan bahwa investasi modal asing dilakukan dengan cara yang paling efisien.
Tujuannya adalah untuk mengubah potensi ekonomi menjadi realitas melalui investasi
modal, adopsi teknologi, dan peningkatan kapasitas organisasi dan manajemen. Selama
Indonesia belum memiliki semua ini, investasi modal asing tetap menjadi fokus utama.
Ketergantungan terus-menerus pada teknologi dan keahlian asing tidak selalu merugikan
keuntungan nasional, tergantung pada konteksnya.'* Sektor perikanan memiliki potensi
besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia karena beberapa faktor.
Potensi sumber daya perikanan yang besar masih belum sepenuhnya dimanfaatkan,
begitu pula dengan bahan baku industri domestik dan protein hewani. Beberapa
komoditas perikanan juga memiliki keunggulan kompetitif di pasar internasional. Selain
itu, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan dan meratakan
pendapatan masyarakat.'?

Perikanan melibatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan
lingkungannya dari praproduksi hingga pemasaran. Sebagai bagian dari bisnis, aktivitas
terkait sumber daya ikan diperkirakan akan berkembang pesat karena prospek yang
menguntungkan.'® Permintaan produk perikanan telah meningkat secara signifikan
selama tiga puluh tahun terakhir, dan diperkirakan akan terus meningkat sekitar 1,5% per
tahun hingga 2020. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia,
Indonesia memiliki keuntungan yang jelas dalam hal ini.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wewenang atas wilayah air
Indonesia sesuai dengan UUD 1945 dan UU Perikanan. UU Perikanan juga menyatakan
bahwa negara berwenang untuk menggunakan sumber daya ikan untuk penangkapan dan
budidaya ikan demi meningkatkan ckonomi dan keadilan nasional, dengan
memperhatikan prinsip kelestarian. Selain itu, berdasarkan ratifikasi Konvensi PBB

" Tomy Michael, Hukum Penanaman Modal, Surabaya: R.A. Rozarie, 2017, him. 4.
15 Soepanto Soemokaryo, Model Ekonometrika Pertkanan Indonesia, Malang: Agritek, 2001, hlm. 24.
1% Akhmad Fauzi, Kebijakan Perikanan dan Kelautan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 11.




tentang Hukum Laut Tahun 1982 dan UU No. 17 Tahun 1985, Indonesia memiliki hak
untuk mengelola sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif dan di laut lepas sesuai
dengan standar internasional '’

Di Indonesia, terdapat dua jenis industri perikanan, yakni skala kecil dan skala
besar, dengan yang skala kecil masih menjadi yang paling aktif. Produksi perikanan
tangkap pada tahun 2018 mencapai 7.248.297 ton, sementara produksi perikanan
budidaya mencapai 17.248 384 ton. Meskipun produksi perikanan tangkap tumbuh
sebesar 3,99% per tahun (4,02% di laut), pertumbuhan ini lebih rendah daripada produksi
perikanan budidaya yang mencapai 14,16%. Namun, perikanan tangkap lebih mahal
dengan harga sekitar 16 juta rupiah per ton, sedangkan perikanan budidaya sekitar 9 juta
rupiah per ton. Dominasi nelayan skala kecil dalam industri penangkapan ikan Indonesia
menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan di Indonesia masih kurang efektif. Data
statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 94% armada perikanan memiliki ukuran
kurang dari 10 GT, atau sekitar 508.551 unit, termasuk perahu tanpa motor dan perahu
motor tempel.®

Indonesia masih kekurangan investasi dalam sektor perikanan. Data yang
dikumpulkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan bahwa realisasi
investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di bidang usaha perikanan hanya
menempati peringkat ke-22, atau terbawah, dengan nilai investasi Rp 140,1 miliar untuk
268 proyek, sedangkan penanaman modal asing (PMA) menempati peringkat ke-23, atau
terbawah, dengan nilai investasi 1,2 juta USD untuk 67 proyek. Meskipun demikian,
investasi dalam bisnis perikanan masih menghadapi kendala terkait regulasi, perizinan,
dan tumpang tindih klasifikasi jenis usaha antarkementerian.!

Indonesia membutuhkan landasan hukum resmi untuk menarik investor asing.
Salah satu undang-undang yang penting adalah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016
tentang Daftar Bidang Usaha yang Dilarang dan Bidang Usaha yang Dibuka dengan
Persyaratan dalam Penanaman Modal, yang memungkinkan investor asing untuk
melakukan investasi di Indonesia.>’

Menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah Indonesia menunjuk Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengatur kebijakan dan layanan di bidang
penanaman modal. Penting bagi BKPM untuk mendorong investasi dalam negeri dan
internasional ' Selain itu, pemerintah juga memberikan Golden Visa untuk mendorong
perekonomian Indonesia. Investor asing individu yang ingin mendirikan bisnis di
Indonesia harus berinvestasi sebesar US$ 2.500.000, atau sekitar Rp. 38 miliar, sebelum
mereka memiliki izin untuk tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh)

1" Penjelasan Umum UU Perikanan 2004.

¥ Kusdiantoro, Kinerja Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia, Buletin Ilmiah Marina, Vol. 5, No. 2,
2019, hlm. 71.
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2 DPMPTKPIL, Penenaman Modal Asing di Indonesia, www.dpmpt kulonprogokab.go.id, Posting: 22 Mei
2020.
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tahun. Nilai investasi yang diperlukan adalah sebesar US$ 5.000.000, atau sekitar Rp. 76
miliar.??

Diperlukan dasar hukum resmi untuk menarik investor asing ke sektor perikanan.
Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional, seperti bergabung dengan WTO
dan meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, membuat
investor asing merasa lebih aman untuk berinvestasi di Indonesia. Undang-undang
nasional, seperti UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, juga mengatur
investasi asing untuk mendorong investor asing dan domestik dengan perlakuan yang
sama. Keanggotaan Indonesia dalam WTO juga mempengaruhi kebijakan ini.
Kebijakan Luar Negeri Dalam Pembentukan Aturan Subsidi Perikanan

Indonesia, sebagai anggota WTO, terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan
internasional. WTO membantu negara-negara anggotanya dalam mengatur aturan subsidi
perikanan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga
mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO. Meskipun menghadapi
tantangan dalam negosiasi aturan subsidi perikanan di WTO, Indonesia dapat
mempertahankan posisinya dengan mengikuti perjanjian perdagangan internasional dan
memperkuat hubungan luar negerinya.”’

Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO dalam negosiasi pembentukan
aturan subsidi perikanan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti reorientasi
kebijakan luar negeri yang terjadi berdasarkan adanya pertimbangan faktor domestik,
faktor eksternal, dan faktor latar belakang historis negara Indonesia>* Oleh karena itu,
kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO dalam negosiasi mengenai aturan subsidi
perikanan didasarkan pada pemikiran tentang hal-hal di dalam negeri, hal-hal di luar
negeri, dan sejarah negara. Indonesia juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi
secara aktif dalam negosiasi tentang pembentukan aturan subsidi perikanan. Dengan
demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa hasil dari pembentukan aturan subsidi
perikanan WTO tidak akan menghambat pemerintah Indonesia dalam memberikan
subsidi perikanan yang diperlukan kepada bisnis perikanan di Indonesia.”

Pada 6 Juni 2017, Indonesia mengajukan proposal ke WTO dengan judul
“Proposed Disciplines on Prohibitons and Special And Differential Treatment for
Fisheries Subsidies” (WTO TN/RL/GEN/189). Dalam proposal ini, Indonesia
menekankan perlunya larangan subsidi perikanan karena terkait dengan penangkapan
ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak teratur (IUU-F). Selain itu, Indonesia menyoroti

2 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, Aturan Hukion Golden Visa Disahkan, Tarik Orang Asing Berkualitas
Untuk Berinvestasi, www kanimsurakarta kemenkumham.go id, Posting: 8 September 2023.

= Atanta Gian dan Akim, Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Weorld Trade Organization Dalam
Ne goasiasi Pembentukan Atwran Subsidi Perikanan, Jumnal Padjir, Vol.1, No 4, Feb 2020, hlm. 335.

* fhid., hlm. 334.
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tersebut mengungkapkan keinginan Indonesia untuk mendapatkan perlakuan khusus dan berbeda karena Indonesia
adalah negara berkembang dengan sektor perikanan yang didominasi oleh nelayan skala tradisi. Lihat, Atanta Gian dan
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pentingnya aturan subsidi perikanan untuk mencegah penangkapan ikan berlebihan yang
dapat mengancam keberlanjutan perikanan dan mengurangi stok ikan laut.?

Indonesia berpartisipasi aktif dalam negosiasi aturan subsidi perikanan WTO
karena situasi ekonomi domestik Indonesia sangat relevan. Negara ini juga mendorong
aturan khusus bagi negara berkembang dalam aturan subsidi perikanan WTO, mengingat
pentingnya industri perikanan di Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia telah
meninggalkan IUU-F, para nelayan di Indonesia masih sangat membutuhkan subsidi
perikanan dari pemerintah untuk mendukung kapasitas penangkapan ikan mereka di
perairan Indonesia.

Populasi ikan di perairan pesisir Indonesia mengalami penurunan drastis akibat
kerusakan sumber daya perikanan oleh praktik ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur
(IUU-F). Hal ini menyulitkan nelayan Indonesia dalam mendapatkan ikan, sehingga
berdampak pada perckonomian mereka .’

Menurut data dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) pada tahun
2022, jumlah nelayan di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat dari tahun 2017 hingga
2023. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 mencapai 159.610,81 ton, meningkat
5.35% dari 151.510,51 ton pada tahun sebelumnya. Salah satu bagian dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT),
yang bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah
untuk melaksanakan validasi data statistik perikanan tangkap. Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya melaporkan bahwa kinerja KKP Semester [ 2022 rata-rata mencapai
Rp 4.4 juta per bulan, lebih dari target sebesar Rp 3.,5-an juta. Selain itu, indeks nilai tukar
pembudi daya ikan (NTPI) saat ini juga melampaui target pada 104,25. Pemerintah
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan data dari DJPT dalam hal ini
untuk mengembangkan dan mengelola perikanan, termasuk membangun tambak udang
untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan pembudidaya ikan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menekankan pentingnya bagi Indonesia
untuk mempertahankan posisinya dalam perundingan aturan subsidi perikanan WTO. Hal
ini memastikan bahwa pemerintah Indonesia dapat memberikan subsidi perikanan sesuai
dengan aturan yang berlaku. Kebijakan dan pandangan Kementerian Kelautan dan
Perikanan sangat memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO, karena
kementerian ini memiliki peran dominan dalam membuat kebijakan terkait hal tersebut.
Faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO
termasuk kebutuhan domestik untuk subsidi perikanan, ancaman dari IUU-F, dan
pengalaman sejarah dan budaya Indonesia. Variabel independen ini, sesuai dengan teori
reorientasi kebijakan luar negeri Holsti, tidak sepenuhnya menentukan kebijakan luar
negeri Indonesia terhadap WTO; ada faktor lain yang juga berperan. Perbedaan dalam
orientasi kebijakan luar negeri dapat mempengaruhi cara pemerintah memandang faktor-

* Ihid., him. 329-330.
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faktor domestik, eksternal, dan historis yang memengaruhi kebijakan luar negeri
Indonesia terhadap WTO. Campur tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang
memiliki rencana strategis sendiri, juga dapat memengaruhi kebijakan luar negeri
Indonesia terhadap WTO.”

Arah Pembentukan Kebijakan Importasi Hasil Perikanan

Pembangunan industri perikanan di Indonesia menghadapi tantangan yang
signifikan dari berbagai sumber daya. Sumber daya tangkap tampaknya menurun,
sementara sumber daya budidaya belum berkembang dengan baik, yang mengakibatkan
peningkatan produksi perikanan yang lambat. Sementara itu, pengembangan produk
perikanan yang dapat memberikan nilai tambah terkendala oleh kurangnya standardisasi
dan aplikasi teknologi yang belum dikembangkan secara menyeluruh. Indonesia harus
memperhatikan perubahan dalam ketentuan internasional yang berkaitan dengan
pengelolaan sumber daya perikanan dan perdagangan produk perikanan internasional.
Dengan demikian, negara harus mempertimbangkan perubahan ini dengan cermat dan
mengambil tindakan nyata untuk meningkatkan kemampuan sektor perikanan negeri
dalam percaturan perdagangan internasional.*’

Kebutuhan akan komoditas perikanan yang tidak diproduksi dalam negeri
dipenuhi dengan impor hasil perikanan. Meskipun Indonesia memiliki banyak hasil laut,
ia masih mengimpor ikan tertentu. Dengan ekspor sebesar USD 6.2 miliar dan impor
sebesar USD 700 juta, neraca perdagangan sektor perikanan masih surplus, menurut
Kementerian Kelautan dan Perikanan. lkan impor terutama untuk komoditas seperti
salmon yang tidak diproduksi di dalam negeri. Impor ikan memerlukan sertifikasi dan
jaminan kesehatan dan hasil perikanan ikan. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan
peraturan yang mengatur impor ikan dan produk perikanan, termasuk penerbitan sertifikat
kesehatan dan sertifikat asal !

Iklim usaha di sektor perikanan dapat dipengaruhi oleh importasi hasil perikanan
laut. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat strategi pemasaran
yang tepat dan efektif untuk sampai ke pelanggan. Strategi ini juga harus memanfaatkan
kemajuan teknologi agar produk perikanan dapat sampai ke masyarakat dengan kualitas
yang tetap terjaga. Selain itu, sektor perikanan tangkap juga dapat menjadi alternatif
untuk meningkatkan ekonomi lokal .*?

Tujuan dari kebijakan dan strategi peningkatan daya saing produk perikanan
Indonesia 2020-2023 adalah untuk meningkatkan ekspor produk perikanan Indonesia
dengan peningkatan penerimaan devisa dan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan
perusahaan perikanan lainnya.** Kebijakan impor produk perikanan Indonesia juga diatur
oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan tersebut mengatur beberapa hal,
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seperti persyaratan impor, laporan, dan pemeriksaan pemenuhan persyaratan impor.
Kebijakan importasi hasil perikanan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan menteri,
antara lain, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan
Pengaturan Impor; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan
Baku dan Bahan Penolong Industri; dan Peraturan Menteri Kepalutan dan Perikanan
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan.

Importir hasil perikanan juga diharuskan untuk melaporkan setiap perubahan yang
terkait dengan dokumen yang diperlukan dengan mengajukan permohonan impor secara
elektronik kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau
perusahaan selain industri pengolahan ikan setelah menerima Persetujuan Impor dari
Menteri. Menteri dapat memberikan mandat kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan
Persetujuan Impor.

Penurunan sumber daya perikanan tangkap dan keterbatasan dalam
pengembangan sumber daya perikanan budidaya adalah beberapa tantangan yang
dihadapi oleh pembangunan sektor perikanan di Indonesia. Selain itu, kemampuan untuk
mengadopsi teknologi dan standar yang belum optimal juga menjadi hambatan bagi
produk perikanan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus memperhatikan perubahan
di pasar internasional dan mengambil langkah konkret untuk meningkatkan daya saing
produk perikanannya dalam perdagangan global. Langkah-langkah untuk meningkatkan
daya saing produk perikanan Indonesia termasuk penerapan standar mutu yang tinggi,
diversifikasi produk, dan ekspansi pasar.**

Standarisasi adalah proses untuk memastikan bahwa produk memenuhi
persyaratan kualitas yang ditetapkan, sedangkan penilaian kesesuaian memastikan bahwa
produk tersebut sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam konteks ini, sertifikasi dapat
membantu UKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan pelanggan
terhadap produk mereka. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, standarisasi dan
penilaian kesesuaian dapat membantu UKM perikanan memasuki pasar regional ASEAN
dengan lebih lancar dan meningkatkan daya saing produk mereka. Dengan mendapatkan
sertifikasi, produk perikanan dapat lebih diakui dan dihargai di pasar internasional,
sehingga meningkatkan ekspor produk perikanan Indonesia. Oleh karena itu, strategi
sertifikasi dapat menjadi langkah penting bagi UKM perikanan.

Analisis dampak regulasi importasi hasil perikanan (2017-2023) dalam perspektif
hukum investasi Indonesia

Hambatan Dalam Pelaksanaan Regulasi Importasi Hasil Perikanan

Terhadap Kemudahan Investasi Berusaha

* Badan Standarisasi Nasional, Tingkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Melalui BINA UMK,
www bsn.go.id, Posting: 17 Mei 2023,




Investasi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh regulasi yang mengatur importasi
hasil perikanan, terutama dalam hal menjaga sektor usaha tertentu dan memudahkan
impor bahan baku industri.

Regulasi importasi hasil perikanan dinamis atau berubah-ubah dalam jangka
waktu tidak terlalu lama. Pemerintah perlu memperhatikan dampak perubahan regulasi
yang dinamis atau seringkali berubah-ubah. Sejak periode tahun 2017-2023, regulasi
pengendalian impor hasil perikanan telah mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini
tentunya berpotensi terhadap tumbuhnya sentimen negatif bagi pelaku ekonomi.
Banyaknya regulasi dan kebijakan investasi di Indonesia yang sering berubah-ubah dan
saling tumpang tindih dan, membuat realisasi investasi tidak dapat berjalan lancar. Hal
tersebut membuat ketidakpastian dan yang selalu dipermasalahkan oleh investor.

Rekomendasi impor yang disetujui lebih kecil dari usulan kebutuhan yg diusulkan
oleh pelaku usaha. Persetujuan alokasi rekomendasi impor bahan baku yang diberikan
kepada Pelaku Usaha cenderung lebih kecil dibandingkan usulan kebutuhan yang
disampaikan Pelaku usaha, akan mempengaruhi kepercayaan pelaku usaha kepada
pemerintah terhadap komitmen pemerintah dalam penyediaan bahan baku yang bermutu
dan terjangkau. Pelaku usaha mendukung upaya pemerintah dalam hal ini KKP dalam
pengendalian impor untuk menjaga daya saing produk dalam negeri, namun KKP perlu
mempertimbangkan secara komprehensif kondisi kemampuan hasil tangkapan nelayan
dalam negeri yang bersifat musiman.

Kewajiban perizinan berusaha berbais resiko (NIB, sertifikat standar). Rencana
Kebutuhan impor yang telah ditetapkan dalam penggunaanya harus sesuai dengan jenis
penggunaan ikan impor.Pembagian kewenangan perizinan impor. Setelah terbit Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas
Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri,
yang ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2018 berdampak, adanya pembagian kewenangan
perizinan impor bagi pelaku usaha waktu proses perijinan menjadi lebih lama karena
harus mengurus ke beberapa Kementerian, biaya pengurusan yang meningkat terutama
untuk perusahaan yang tidak ada di Jakarta; menimbulkan kebingungan di pelaku usaha
mengenai tata cara dan jalur pengurusan impor; pengelolaan sektor hulu dan hilir
perikanan menjadi tidak efektif dan optimal karena tidak dikendalikan seluruhnya oleh
KKP; dan acuan regulasi tata kelolanya mekanisme importasi per komoditas menjadi
banyak dan berpotensi menimpulkan kebingunan pelaku usaha dan menghambat
keberlanjutan usaha.

Untuk mengatasi tantangan investasi di Indonesia, pemerintah harus
meningkatkan regulasi, terutama yang menghalangi investasi dan perdagangan, baik
ekspor maupun impor. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan infrastruktur dan
melindungi hukum penegakan agar investasi menarik. Untuk meningkatkan ekosistem
investasi di Indonesia dan memfasilitasi usaha, reformasi regulasi dilakukan dapat
menjadi salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah. Hasil penelitian Penulis
menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
investasi di Indonesia dapat menyebabkan kegemukan dan hiperregulasi, yang dapat




mengurangi minat investasi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah membuat terobosan
hukum dengan menerapkan sistem emnibus law yang dikenal sebagai UU Cipta Kerja.
Sistem ini memungkinkan proses hukum menjadi lebih mudah dan lebih aman, dan
meningkatkan lingkungan investasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, implementasi regulasi importasi hasil perikanan dapat
menjadi hambatan bagi kemudahan investasi berusaha. Oleh karena itu, penting bagi
pemerintah dan pihak terlibat untuk mempertimbangkan dampak regulasi importasi
terhadap investasi berusaha saat mengembangkan kebijakan ini.*

Dalam hal Penanaman Modal Asing (PMA), regulasi investasi Indonesia masih
belum menyelesaikan banyak masalah. Tumpang tindih antara regulasi dan pelaksanaan
perizinan berusaha di lapangan masih menjadi masalah yang perlu diperbaiki. Untuk
meningkatkan investasi, regulasi dan manajemen birokrasi harus dipertimbangkan. Untuk
memudahkan investor, pemerintah telah menyediakan kesempatan ekonomi, stabilitas
politik, dan kepastian hukum. Omnibus Law dan UU Penanaman Modal memudahkan
investor domestik dan asing. Untuk meningkatkan daya tarik investasi dan bisnis, juga
dilakukan langkah strategis untuk meningkatkan infrastruktur. Infrastruktur akan menjadi
fokus utama untuk pembangunan yang akan terus ditingkatkan.

Maka Penulis menyimpulkan bahwa regulasi impor hasil perikanan mencakup
pengawasan Kementerian Perdagangan atas perizinan impor. Untuk mendapatkan
perizinan untuk beroperasi di subsektor pemasaran ikan dan pengolahan ikan, perusahaan
dan investor harus memenuhi persyaratan lengkap dan benar. Pemerintah juga
membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi dan menyelesaikan masalah
perizinan yang menghambat pelaksanaan usaha di sektor perikanan. Pengembangan
produk dan sentra perikanan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan, supervisi, dan
konsultasi, skema permodalan, dan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi adalah fokus pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.
Dengan menggunakan pemasaran digital, kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan, dan strategi
pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, pemerintah dapat mengembangkan
sentra olahan ikan. Dengan adanya upaya-upaya ini, nilai tambah produk perikanan dapat
terus meningkat melalui pengembangan produk, pelatihan, dan penelitian ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, penulis menemukan bahwa Perpres No. 32 Tahun 2022 tentang Neraca
komoditas mencakup beberapa hal-hal yang berkaitan dengan implementasi undang-
undang yang berkaitan dengan importasi hasil perikanan yang memberikan investasi
berusaha. Pemerintah harus memberikan kemudahan dan kepastian dalam upaya
meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja, menurut Pasal 2 huruf b. Selain
itu, pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Sistem Neraca Komoditas (SNANK) harus
memiliki data dan informasi tentang pasokan komoditas perikanan. SNANK juga harus

¥ Susiwijono Moegiarso, Pemerintah Turun ke Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja: Bahas Sektor
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digunakan sebagai acuan untuk penerbitan persetujuan ekspor dan impor, acuan untuk
data dan informasi tentang situasi konsumsi dan produksi komoditas berskala nasional,
dan acuan untuk penerbitan perizinan yang bertujuan untuk mendukung operasi ekspor
dan impor yang dilakukan oleh lembaga pemerintah non-kementerian. Selain itu,
Pemrmen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan,
Permen KP ini lebih mengatur standar kegiatan usaha dan produk untuk penyelenggaraan
perizinan berusaha berbasis risiko dalam sektor kelautan dan perikanan; ini menunjukkan
bahwa peraturan yang berlaku mengatur investasi berusaha dalam sektor perikanan.
Pembentukan Regulasi Importasi Hasil Perikanan Terhadap Kemudahan Investasi
Dalam Perspektif Hukum Investasi Indonesia

Dalam hal hukum investasi Indonesia, perbaikan regulasi telah dilakukan untuk
membuat investasi lebih mudah dan aman. Pemerintah menerapkan sistem omnibus UU
Cipta Kerja untuk membuat hukum lebih mudah dan lebih pasti, serta meningkatkan
lingkungan investasi yang kompetitif di Indonesia. Investasi sangat penting untuk
pertumbuhan ekonomi sebuah negara, dan kebijakan investasi Indonesia juga mencakup
kebijakan investasi secara umum dan kebijakan investasi di Indonesia. Selain itu,
investasi langsung melibatkan pemegang saham secara aktif dalam pengelolaan bisnis
dan bertanggung jawab secara langsung terhadap kerugian, investasi tidak langsung
melibatkan pemegang saham secara tidak langsung dalam pengelolaan bisnis.

Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing
industri domestik, kebijakan substitusi impor dapat mendorong investasi. Akan tetapi,
peraturan importasi harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan
keberlanjutan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur
importasi harus memenuhi syarat untuk memfasilitasi investasi dan memastikan
keberlanjutan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan
kesejahteraan negara, regulasi importasi hasil perikanan harus mempertimbangkan
kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sumber daya perikanan, dan kemudahan
investasi.

Investasi di sektor perikanan Indonesia terus meningkat meskipun ada kendala.
Realisasi investasi di sektor perikanan pada semester pertama tahun 2022 mencapai 4,04
triliun rupiah, naik 36,29% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor
produk kelautan dan perikanan juga meningkat 15,89% menjadi 2,74 miliar rupiah atau
Rp40,59 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.** Dengan menjamin
keberlanjutan sumber daya perikanan, melindungi nelayan, dan meningkatkan nilai
tambah produk perikanan, peraturan importasi hasil perikanan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peraturan ini dapat memastikan bahwa impor hasil
perikanan memenuhi standar keberlanjutan dan keamanan pangan.

Untuk menarik investasi dalam negeri dan asing, pemerintah Indonesia terus
mendorong kemudahan berinvestasi. Ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan
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pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah berusaha memperbaiki
regulasi untuk menciptakan lingkungan investasi yang baik dan memberikan kepastian
hukum dan keamanan. Seperti yang ditunjukkan dengan peresmian kantor administrator
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), realisasi investasi semester I tahun 2023 mencapai Rp
678.7 triliun, naik 16,19’ Selain itu, pemerintah juga memperkuat peran administrator
dalam memfasilitasi layanan investasi. Untuk mendukung investasi, pemerintah juga
memberikan fasilitas fiskal seperti Fasilitas Impor Tujuan Ekspor (KITE). Oleh karena
itu, pemerintah terus bekerja untuk membuat peraturan yang memudahkan investasi.™
Beberapa undang-undang, termasuk Permendag No. 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan
Impor Hasil Perikanan, dan Permen KP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca
Komoditas Perikanan, merupakan contoh dari peraturan yang mengatur importasi hasil
perikanan di Indonesia.

Dengan menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan, melindungi nelayan, dan
meningkatkan nilai tambah produk perikanan, peraturan importasi hasil perikanan dapat
menguntungkan masyarakat. Beberapa cara yang dapat dilakukan tertulis dalam Permen
KP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas.

Berikut adalah beberapa perspektif yang diambil oleh Penulis dalam mengatasi
masalah penyalahgunaan impor perikanan, memperhatikan prosedur pembentukan
peraturan perundang-undangan terhadap tahapan harmonisasi dan sinkronisasi yang harus
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan (DJPP); menjaga harmonisasi
antara kebijakan dan peraturan, seperti yang dilakukan oleh Cina dalam menarik
masuknya investasi, mengurangi disharmonisasi vertikal antara kebijakan yang diambil
oleh pemerintah pusat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah;
meningkatkan keamanan dan stabilitas domestik serta mengurangi peraturan yang tidak
pro-investasi; meningkatkan infrastruktur transportasi dan pelabuhan untuk memudahkan
kegiatan industri nasional; dan menjaga keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan
regulasi importasi hasil perikanan.

Konsep harmonisasi peraturan importasi hasil perikanan dan kemudahan investasi
hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan
pembangunan sosial di Indonesia. Dengan adanya harmonisasi peraturan, akan tercipta
kepastian hukum dan pengurangan birokrasi dalam proses impor dan investasi hasil
perikanan. Hal ini dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di sektor perikanan
Indonesia dan meningkatkan produksi hasil perikanan. Dalam jangka panjang,
peningkatan produksi hasil perikanan dapat meningkatkan ekspor dan devisa negara serta
membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat

Peraturan Indonesia tentang investasi perikanan mencakup beberapa elemen,
seperti penanaman modal asing, pengelolaan sumber daya ikan, dan penangkapan ikan.
Regulasi terkait impor hasil perikanan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan,

3 Kementerian Investasi/BKPM, Rilis Data Capaian Realisasi Investasi Semester | 2023, Kementerian
Investasi Optimis Pertumbuhan Ekonomi Tetap di Atas 5%, www bkpm.go.id, Posting: 21 Juli 2023,
* Kementerian Keuangan, Fasilitas Impor Tujuan Ekspor, www beacukai.go.id, Posting: 1 Januari 2023,




antara lain; PP No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas
Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan penolong Industri,
yang mengatur tentang kewenangan dan mekanisme pengendalian impor komoditas
perikanan; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan
Pengaturan Impor; dan Permen KP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca
Komoditas Perikanan. Dokumen ini mengatur tentang penyusunan neraca komoditas
perikanan, serta verifikasi dan penetapan rencana kebutuhan komoditas perikanan asal
impor.

Dalam hal hukum investasi, regulasi importasi hasil perikanan dapat sangat
memengaruhi kemudahan investasi. Menurut penulis, beberapa hal berikut perlu
dipertimbangkan, yaitu a) Ketentuan Perizinan dan Regulasi Impor, yaitu investor dapat
mendapatkan kepastian hukum dengan peraturan yang jelas dan mudah dipahami tentang
perizinan impor hasil perikanan.; b) Prosedur Bea dan Cukai, yaitu regulasi yang jelas
tentang bea dan cukai impor hasil perikanan akan membuat biaya jelas bagi investor, dan
prosedur bea dan cukai yang mudah juga dapat mendorong investasi; c) Standar Kualitas
dan Keamanan Pangan, yaitu standar kualitas yang dapat diandalkan dan dapat diprediksi
untuk produk perikanan impor akan meningkatkan keyakinan investor terhadap
keberlanjutan dan keamanan investasi mereka; d) Ketentuan Lingkungan, yaitu investor
yang mengutamakan keberlanjutan mungkin tertarik dengan undang-undang yang
menjamin praktik perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; e) Proses
Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, yaitu memiliki sistem peradilan yang adil dan
efisien dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor, sehingga penting untuk
memiliki kerangka hukum yang efektif untuk menangani sengketa yang mungkin muncul;
g) Kemudahan Administrasi dan Birokrasi, yaitu proses impor hasil perikanan yang
mudah dan efektif dapat mengurangi beban birokrasi dan meningkatkan kemudahan
investasi; h) Promosi Investasi, yaitu investor dalam sektor perikanan dapat lebih tertarik
untuk berinvestasi dengan memberikan insentif atau fasilitas; dan i) Konsultasi dan
Partisipasi Stakeholder, yaitu melibatkan pihak-pihak yang terlibat, termasuk investor,
dalam proses perumusan regulasi dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih
adil.

Investasi di sektor ini menjadi lebih sulit karena aturan yang berlaku untuk
importasi hasil perikanan di Indonesia. Permendag No. 20 Tahun 2021 Jo. Permdag No.
25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor adalah salah satu peraturan yang
relevan. Permendag No. 20 Tahun 2021 Jo. Permdag No. 25 Tahun 2022 mengatur
persyaratan impor hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan penolong
industri serta persetujuan impor yang diperlukan dari Menteri untuk melakukan impor
hasil perikanan.

Harmonisasi regulasi perikanan dapat meningkatkan kinerja perdagangan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat mencakup kesepakatan bersama terkait
mutu pengolahan hasil perikanan, standarisasi, dan sertifikasi produk olahan hasil
perikanan. Tujuan dari harmonisasi peraturan importasi hasil perikanan adalah untuk




membuat investasi dalam hasil perikanan lebih mudah dengan mengurangi ketidakpastian
dan ketertentuan yang terkait dengan proses impor.

Harmonisasi regulasi importasi hasil perikanan merupakan upaya untuk
menyelaraskan dan mengintegrasikan kebijakan impor produk perikanan di berbagai
tingkat pemerintahan nasional dan internasional. Tujuannya adalah menciptakan
kepastian hukum yang memungkinkan perencanaan bisnis yang lebih baik, memberikan
perlindungan hukum yang kuat, menciptakan suasana kerja yang adil, mendukung praktik
yang mendukung keberlanjutan industri perikanan serta lingkungan laut, dan memberikan
manfaat ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat. Koordinasi antar kementerian dan
lembaga terkait sangat penting untuk mencegah tumpang tindih atau pelanggaran aturan,
yang dapat merugikan pelaku usaha dan masyarakat. Dengan harmonisasi yang baik,
proses pengelolaan impor hasil perikanan juga dapat menjadi lebih efektif, mengurangi
tanggung jawab administratif bagi bisnis. Proses harmonisasi regulasi membutuhkan
partisipasi semua pihak terkait, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil,
untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat memenuhi kebutuhan semua pihak dan
mencapai tujuan yang diinginkan.

Konsep harmonisasi regulasi importasi hasil perikanan terhadap kemudahan
investasi dalam perspektif hukum investasi meningkatkan kemudahan berusaha hasil
perikanan. Dalam konteks ini, harmonisasi regulasi dan perizinan yang lebih baik dapat
membantu meningkatkan daya saing, investasi, dan ekspor nasional. Untuk mencapai
kemudahan investasi, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain simplifikasi dan
harmonisasi regulasi untuk memudahkan pelaku usaha, penyederhanaan prosedur
perizinan impor hasil perikanan, pembebasan bea masuk, fasilitas impor tujuan ekspor,
dan harmonisasi serta sinkronisasi peraturan daerah. Presiden Joko Widodo juga telah
menegaskan untuk mempercepat proses perizinan investasi melalui pengusulan perizinan
impor secara online, dimana hal ini diharapkan dapat memotong rantai perizinan dari
daerah ke pusat dan mempercepat pertumbuhan perckonomian di daerah dengan
masuknya investasi.

Hal ini penting karena Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara
ASEAN dalam peringkat kemudahan investasi. Pemerintah telah menyiapkan langkah
untuk menghadapi investasi-investasi yang akan berdatangan ke Indonesia, seperti Online
Single Submission (OSS) yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik yang dipersiapkan untuk investasi berskala besar sehingga akan mempercepat
pelayanan.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi asing, regulasi investasi di
Indonesia perlu diperbarui. Namun, keberhasilan investasi juga bergantung pada
komitmen birokrasi dan penerapan regulasi di lapangan. Investasi, baik oleh investor
domestik maupun asing, bertujuan untuk mengembangkan eckonomi negara dan
menciptakan lapangan kerja.

KESIMPULAN




Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan beberapa tindakan untuk
mempermudah investasi di sektor perikanan karena investasi masih rendah. Investasi di
sektor perikanan gagal karena iklim investasi yang tidak ramah bagi investor. Investasi
dalam bisnis perikanan masih terhambat oleh perbedaan klasifikasi bisnis antara
kementerian dan masalah perizinan. Pemerintah dapat meningkatkan lingkungan bisnis
dengan reformasi kebijakan, penyederhanaan impor, investasi dalam infrastruktur, dan
penguatan sistem regulasi untuk mendorong investasi di sektor perikanan. Selain itu,
diskusi dan konsultasi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya
dapat membantu mencapai keseimbangan yang lebih baik antara regulasi yang diperlukan
dan kemudahan berusaha. Oleh karena itu, langkah-langkah ini dapat mendorong
pertumbuhan industri hulu-hilir dan ekspor perikanan, serta meningkatkan investasi di
sektor ini.

Regulasi yang mengatur importasi hasil perikanan di Indonesia dapat
memengaruhi kemudahan investasi dalam sektor ini. Konsep pembentukan regulasi
melalui harmonisasi peraturan terkait investasi hasil perikanan harus sejalan dengan
prinsip-prinsip hukum investasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan
menarik bagi investor. Penting untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan untuk
mengatur importasi hasil perikanan demi keberlanjutan sumber daya dan kepentingan
investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi membuat regulasi yang mendukung
investasi dalam sektor perikanan, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan semua
elemen ini. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor hasil perikanan
dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan, Pemerintah dapat menciptakan
keseimbangan antara kebutuhan untuk mengatur impor hasil perikanan demi kepentingan
investasi dan keberlanjutan sumber daya.
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